
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I

SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN

1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955

NO. 52), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 96 ayat (1)

Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang

pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan yang kemudian

telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut

serta perubahan-perubahannya dengan Undang-undang Darurat perlu

ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara;

b. Undang-undang No.1 tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah

diubah;

c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan ...
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN

1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I

SUMATERA SELATAN" DAN ,UNDANG-UNDANG DARURAT

NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN

1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52)" SEBAGAI

UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat No. 16

tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) ditetapkan sebagai

Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAB 1.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung

dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera

Selatan.

(2) Untuk ...
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(2) Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat I

Sumatera Selatan" disebut "Daerah".

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah berkedudukan di kota Palembang.

(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka

setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tempat

kedudukan Pemerintah Daerah dengan keputusan Menteri Dalam

Negeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah Daerahnya.

(3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan itu untuk sementara

waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke lain

tempat.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2)

Undang-undang No.1 tahun 1957 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

terdiri dari 35 orang anggota.

(2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 orang,

dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala Daerahnya.

BAB II ...
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BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH.

Pasal 4.

Urusan tata usaha Daerah.

(1) Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan,

menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk melancarkan

jalannya pemerintahan Daerahnya, antara lain :

a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya

menurut yang diperlukan;

b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan

milik Daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan

Daerah.

(2) Penyusunan urusan-urusan Daerah termaksud dalam Undang-undang

ini dilakukan menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh

Menteri-menteri yang bersangkutan.

(3) Guna melancarkan jalannya pekerjaan, maka Daerah menjalankan

atau mengusahakan supaya dijalankan semua petunjuk- petunjuk

tehnis yang diberikan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

(4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Menteri yang

bersangkutan dapat mengetahui jalannya hal-hal yang dijalanan oleh

Daerah, dengan mengirimkan laporan berkala kepada Menteri yang

bersangkutan tentang hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga

dan kewajiban Daerah.
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(5) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya kepala atau

pemimpin dinas-dinas teknis masing-masing memenuhi panggilan

dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan

bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan

kepala atau pemimpin urusan Daerah itu masing-masing.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan penambahan kewenangan

pangkal Daerah, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus hal-hal

yang telah ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah:

a. mengenai urusan pertanian (Peraturan Pemerintah No. 41 tahun

1951 - Lembaran-Negara tahun 1951 No. 60);

b. mengenai, urusan kehewanan (Peraturan Pemerintah No. 42

tahun 1951 - Lembaran-Negara tahun 1951 No. 61);

c. mengenai urusan perikanan darat (Peraturan Pemerintah No. 43

tahun 1951 - Lembaran-Negara tahun 1951 No. 62);

d. mengenai urusan bimbingan dan perbaikan sosial (Peraturan

Pemerintah No. 5 tahun 1958 - Lembaran-Negara tahun 1958 No.

9);

e. mengenai urusan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 51 tahun

1952 - Lembaran-Negara tahun 1952 No. 82);

f. mengenai urusan pekerjaan umum (Peraturan Pemerintah No. 18

tahun 1953 - Lembaran-Negara tahun 1953 No. 31);

g. mengenai urusan perindustrian-kecil (Peraturan Pemerintah No.

12 tahun 1954 - Lembaran-Negara tahun 1954 No. 24);

h. mengenai ...


